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a.

1.

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
NTANG PENJABARAN

APATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 315 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan
dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 2} Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhwun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik indonesin Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5679).

Peratuman Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041J;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoer G178);

Peraturan Pemerintah  Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintakh  Pusat (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2018 ~Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224).

Peraturan  Pemernintah Nomor 12 Tabhun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63222);

Peraturan Mentes Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengeiolaan  Keuangan Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Mentenr Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negare Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalum Negert Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepaln Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan delanja Dacrah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tuhiun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 523).

Peraturan Menteri Dalam hegeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar | elayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
De=lanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indoresia Tahun 2019 Nomor 655).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAR:

KEPUTUSAN GURERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Duerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dan Keputusan i

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan
Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Pelanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan
hasil evaluasi schagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat
7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak
ditindaklanjuti oleh Bupau dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah,
dan Bupati Lampung Tengah menctapian Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Pciubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daernh Tahun Anggaran 2020 menjad) Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran
Perubashan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 enjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah,
Gubernur mengusuikan kepada Mentenn Dalam  Negeri, untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten campung Tengah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah
tentang Penjabarar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Angganan 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
Rancangan Peraturan Daerah Jan Rancangan Peraturan Bupati
dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari
Gubernur.



4-

KELIMA : Rancangan Pernturnn Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang
Perubahan  Anggaran  Pendapatan dan Belanjn  Daerah Tahun
Anggarnn 2020 dan Rancangnn Peraturan Bupati Lampung, Tengnh
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daernh  Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi
Pernturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh Tahun Anggaran 2020
dan Pernturan Bupati Lampung Tengah tentang  Penjabaran
Perubanhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan scbagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

—bf—

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteni Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Kepala Badan Pemenksa Keuangan Republik Indonesia Perwalalan Provinm Lampung di Bandar Lampung:
3. Inspektur Provinsi Lampung d¢i Bandar Lampung:

4, Kepala Biro Hukum Sekretanat Dacrah Provinsi Lampung di Bandar Lampung

5. Pimpnan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugh.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/452/V1.02/HK/2020 TANGGAL 13 OKTOBER 2020
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

|. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak konsisten dalam tahapan
penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen
perencanaan daerah yaitu:

a. Terdapat Perbedaan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan
RKPD dan PPAS Dinas Perhubungan Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparalur pada Raperda Kegiatan Diklat Teknis Bidang
Pehubungan, Komunikasi dan Informasi Kode Rekening (05.51) tetapi
pada RKPD dan PPAS kegiatan Diklat Teknis Bidang Perhubungan
Komunikasi dan Informasi.

b. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, namun tidak
terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu pada:

1) Dinas Kesehatan

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode Rekening (06.01).

- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Keschatan Kegiatan
Asuransi dan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kode
Rekening (28.01).

2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kode Rekening (06.18).

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Kode
Rekening (02.28).
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4) Dinas Pengairan

Program Penatann  Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Daecrah Kode Rekening (2.04.1.03.02.16)

Program dan kegintan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu
agar dinlihkan ke program dan kegintan lain vang lebih prioritas sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai ketentuan
Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 25 ayat (2) Und:ing-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Permmbangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tatn Cara Perulahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhatikan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahua 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah rentang Perebahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar melakukan penguatan
Pembinaan dan Pengawasan Inspekterat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14
ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahuin 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelcnggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan,
bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan
sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai
program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:

&. .inerja rutin pengawasan, meliput.: reviu RPJMD. reviu RKPD, reviu RKA
SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran,
reviu penycrapan pengadaan barang dan jasa, pemcriksaan reguler
perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah, evaluasi pcnyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring
dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemenksaan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Tindak Janjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah;
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b. pengawasan prioritas nasional, meliputi. monitonng dan evaluasi dan
desa, dana BOS, cvaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif
gender, operasioralisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut
perjanjiari kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan
Masyarakat yang benndikasi korupsi;

c. pengawalan reformaci birokrasi, meliputi. penilmian mandin reformasi
birokrasi, penanganar pengaduan masyarakat terhadap perangkat
daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan
desa dan evaluasi pelavanan publik;

d. penegakan integritas, meliputi; penanganan laporan gratifikasi,
monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
verifikasi LHKPN/LHKASM, penilaian internal zona integnitas,
penanganan benturan hepentingan, survey penegakan integritas dan
penanganan Whistle Blower System,

e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan
melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP,

. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton,
dan lain-lain; dan

g- kegiatan reviu DAK Fisik yvang bersumber dan alokasi 5% alokasi dana
penunjang DAK Fisik sebacaimana maksud Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.

Dalam rangka mendukunp Proprem Jaminan Kesehioan melalui kontribusi
dan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemenntah Kabupaten
Lampung Tengah dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 82 Takun 2018 tentang, Jaminan Keschatan
sebagaimana telnh diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Mentert Keuangan Nomor
128/PMK 07/20:8 tentang Tata Cira Pemotongan Pajak Rokok sebagai
Kontribusi Dukungan Program Jaminan Keschatan serta Peraturan Menteri
Keschatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Pajak Rokok wuntuk P=ndanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Kesehatan Nomor 53
Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mensinkronisasikan program
dan kegiatan yang didanai APBD unwk mendukung program jaminan
kesehatan nasional paling sedikit 50% dan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau yang ditenma untuk mendanai program/kegiatan:

a. peningkatan kualitas bahan baku,

b. pembinaan industri,

c. pembinaan lingkungan sosial;

d. sosialisasi ketenwuan di bidang cukai; dan alau

e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
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Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 - . ‘
Bagi Hasil Cuka

tentang Penggunnan, Pemantauan, dan Evaluasi Dann
Hasil Tembakau.

Dalam hal Pemerintah Dacrah mempunyi kewajiba
terkait dengan:

a. pekerjaan yang telah sclesal pada tahun anggaran sebelvmnya;

b. akibat pemberian  kesempatan kepnda  penyedia  barang/jasa
menyelesaikan pekenaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019
s=suai peratiiran perundang-undangan; atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunvai kekuatan hukum
tetap (inkrachi).

Maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 scsuai kode rckening berkenaan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah scbagaimana telah
divhah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintal Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan dan Pasal 10 avat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah ugar menganggarkan kegiatan pembangunan
kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di kelurahan paling cedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah
DAU tambahan, sesuai kectentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan alokasi anggaran daam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai
ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemarintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemenntah 33 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019.

Penganggaran luran Kepesertaan dalam Jaminan Keschatan Pemerintah
agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jarninan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Preswden Nomor 64 Tahun
2020.

Dalam rangka koordinasi pererapan standar pelayanan minimal agar
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membentuk Tim Penerapan SPM
dengan susunar keanggotaan dan Sekretanut Tim berpedoman kepada
ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

n kepada pihak ketiga

Pemerintzh Kabupaten Lampung Tengah agar mengarahkan penggunaan
belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan
pcmbangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan. dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran
alokasinya berdasarkan pada peraturan  perundang-undangan sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.
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Il. PENDAPATAN DAERAH

1.

r2

Penganggaran  target  pendapatan  daerah  semula  scbesar
Rp2.709.852.619.808,43 berkurnng sebesar Rp213.111.293.854,95 atau
7,86% menjndi sebesar Rp2 496.741.325.953,48 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp210.858.539.425,43
berkurang sebesar Rp22.551.502.106,95 atau 10,70% menjadi sebesar

Rp188.307.037.318,48 atau scbesar 12,89% dari total pendapatan
daernh;

b. Dana Penmbangan semula sebesar Rp1.898 269 837.000,00 berkurang
sebesar Rp226.717.784.748,00 atau 11,94% menjadi scbesar
Rp1.671.552.052.252,00 atau scbesar 66,95% total pendapatan
dacrah; dan

¢. Lain-Lain  Pendapazan  Daerah  Yang Sah  semula sebesar
Rp600.724.243.383,00 bertambah scbesar Rp36.157.993.000,00 atau
6,02% menjadi sebesar Rp636.882.236 383,00 atau 25,51% dari total
pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan prognosis
target pendapntan secarn lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan
yang ada di Kabupaten Lampung Tengal herdasarkan  peraturan
perundang-undangan  dan  memperhatikan  perkembangan berbagai
indikator perekonomian nasional dan daeruh vang dapat mempengaruhi
potensi  pendapatan  daeruh  dimaksud  Pendapatan  daerah yang
dianggarkan merupakan perkiraan yang terukui secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Dacrah semula sebesar Rp210.859 539.425,43 berkurang
serhesar  Rp22.551.502.106.95  atau 10,70".  menjadi  sebesar
Rp166.307 037 318,48 tendin dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp87.000.000.000,00 berkurang
Sebesar  Rp8.038.269 600,00 atau 9,249, menjadi  sebesar
Rp78.961.730.200,00 atau 41,93% dan total Pendapatan Asli Daerah:

b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp9.828.575.000,00 bertambah sebesar
Rp333.425.000,90 atau 3,39% menjadi sebesar Rp10.162.000.000,00
atau 5,40% dari total Pendapatan Asli Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang Dipisahkan semula sebesar
Rp7.000.459.078,43 bertambah  sebesar Rp230.675.882,05 atau
3,30% menjadi sebesar Rp7.231.134.960.48 atau 3,84% dari total
Pendapatan Ash Dacrab; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar
Rp107.029.595.347,00 berkurang sebcsar Rp15.077.333.189,00 atau
14,09% menjadi sebesar Rp91.952.172.158,00 atau 48,83% dari total
Pendapatan As!i Daerah.
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Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Dacrah
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 wentang Pedoman Pengeloluan Keuangan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kol teriakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negen Neamor 21 Tnhun 2011,

serta bhu

tir L. 1.a.1).,

.1.a.2)., dan N1L1.a3). Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daernh Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan dain Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima)
tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

Tabel. 1

Anggaran Pendapatan Pajal: Daeruh 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Angparan 2016 s.d 2020

|_Tahun Anggaran (Kp)
1 2
2016 | 4B.802.205.952,00 |
3) 2017 160.003.197.465,00 |
2018 69.666.626.406,00 |
| 2019 | 82.497.225.120,00
2020 78.961 730.260,00 |

" Realisasi [Rp) % |

e
51.802.533.168,17 | 106,15
03.60-1.185.084,00 | 106,00 |
79.709.879 666,44 | 114,42
92.615.976.246,00 | 112,27

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

1

2017

hlln [

| 2016

Ang,gm.m (Rp) -
2

| —

201R

6.686.785.415,00

2019

8.444.077.990,00

wJ

| 2020 |

~ 0.143.359.260,00 |
5.876.232.810,00 |

‘I{_t_'i‘lh-ﬂl_s_l (Rp)
3

1.087.317.315 00|
1.845.199.,203,00
0.6 1'] 304, 1[).! :)0

%
9
76,30 |
82.45

99,35

. 10.498.043.912,00 |
10.162.600.060,00

Tabe!.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5
(lima) tahun terakhirTahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tnhun_

1
200

2

2017

2018

6 524.251.287, 0!.1

2019

6 523.06.078,43

2020

Anggaran (Rp) |

_ 6.631.338.694,00 |
_5.625.023.296,00|

7.231.134.060,48

| 6.523.006.078,43

_ Realisasi [Hp]

124,32

El
6.431.338.693,58

5.425.023.206,15

6.524.251.287,42




Tabel,
Anggaran Lain-lain Pendapatan Aslt Daerah Yang Sah
S (limn) tahun terankbie Tnhun Anggnran 2016 ».d. 2020

Tuhun Anggaran (Rp) Realisasi (Kp) Yo
] 2 | 4
2010 57.285.812.160,00 74.950.301.414,22 | 130,84
2017 C21LR.207.ORR.RA 1,00 TANTN703.491,2) 33,52
2018 B1.077.5306. 160,00 72537 130.369,18 | 89,14 |
2019 03,008,505 347,00 BI1997 ORO.073,78 | 89,40
12020 91.952.172.158,00 ]

Berkennan dengan datn tersebut di atas, dalam penetapan target
Pendapatan Asli Daernh apar didasarkan pada potensi pendapatan  asli
dacrah di Knbupaten Lampung Tengah serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ckonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap
target pencerimaan pendapiaran asli daerah tanhun sebeiumnya, terutama
Anggaran Lain-lnin Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah agar ditata
kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target
yang telah ditetapkan,

Nomenklatur Penyedinan anggaran Retribusi Sewa Alat Berat semula
scbesar  Rp<00.000.000,00 berkuranm scbesar  Rp150.000.000,00
menjadi sebesar Rp250.000.000,00 agar diubah menjadi Retribusi
Pemakaian Kekayann Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 28 Tahuan 2009 tentang Pajak dan Retnbusi Dacrah.

Terdapat renlisasi pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah yang pada PPKD samnai dengan semester | Tahun Anggaran 2020
namun tidak dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daernh Tahun Anggaran 2020 antara lain:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah vang tidak dipisahkan yang diurai
kedalam Penjualan  Bahan-bahan Bekas Bangunan sebesar
Rp150.928.200,00.

b. Pencrimaon Jasa Gire Kas Daerah Bank BRI sebesar
Rp5.278.493.239,00.

Agar dianggarkan sesuai dengan keteatuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar
Rp1.898.269.837.000,00 berkurang <ebesar Rp226.717.784.748,00
atau 11,94% menjadi sebesar Rp1.671.552.052.252,00 terdiri dari:

8. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar
Rp41.234.899.000,00 bertumbah sebesar Rp6.466.040.615,00 atau

15,68% menjadi sebesar Rp47.700.939.6 1 9,00 atau 2,85% dari total
Dana Perimbangan;

b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp1.394.517.870.000,00
berkurang sebesar Rp134.989.694.000,00 atau 9,68% menjadi

sebesar Rp1.259.528.176.000,00 atau 75,35% dari total Dana
Perimbangan; dan
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c. Dann Alokasi Khusus semula sebesar Kp436.560.155.000,00
berkurang scbesar Rpi06.862.315.303,00 atau 24,48% menjadi
sebesar Hp.’lﬂ‘).ﬁg?‘ﬂaﬂ.(ﬂ?.oo atnn 19,72% dari total Dana
Perimbangan.

d. Dana Insentif Daerah (DID) semula sehesar Rp25.956.‘)13.000,00
bertambab scbesar Rp8.668.184.000,00 atau 33,39% menjadi
sebesar  Rp34.625.097.000,00 atou  2,07% dari total Dana
Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhatikan Diktum

Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa

Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang

P-rubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Peratu:an Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan

Menteri Keuangar Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang

Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional

Keschatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi pencrimaan

negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga)

tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan

Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir [HL.1.b.1), 111.1.b.2), dan

[1.1.b.3) Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2120.

Penetapan Targe: Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar
Rp600.724.243.383,00 bertambah scbesar Rp36.157.993.000,00 atau
6,02% menjadi scbesar Rp(36.882.236 383,00 terdiri dari:

a. Pendapatan Hibalh semula sebesar Rp155.123.274.254,00
bertambah sebesar Rp39.410.900.000,00 atau 25,41% menjadi
sebesar Rp194.534.174.254,00 yang diuraikan ke dalam:

1) Pendapatan Hibah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
semula sebesar Rp151.121.200.000,00 bertambah sebesar
Rp29.310.900.000.00  atau 19.40% menjadi  sebesar
Rp180.432.100.000,CO.

2) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah semula sebesar
Rp4.002.074.254,00 bertambah sebesar Rp1C.100.000.000,00
atau 252,37% menjadi sebesar Rp14 102 074.254,00.

Dapat dianggarkan apabila ierdapat dokumen pernyataan kesediaan
untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan,
kelompok Lain-Lain Pendapatan Daecrah yang Sah dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek, dan nincian obyek pendapatan masing-masing
nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening
berkenaan sesuai ketentuan dalam butir (11.1.b.11) Lampiran |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.



Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemenntah Daerah Lainnya
semula scbesar Rp132.171.085.129,00 aga: disesuaikan pada
penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dar pemerintah
provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir
111.1.b.9) Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belania Dacrah Tahun Anggaran 2020.

Dana Kampung semula scbesar Rp313.429.884.000,00 berkurang
sebesar Rp3.252.907.000,00 atau 1,04% menjadi sebesar
Rp310.176.977.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkar. bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemenintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat diatur sesuai <dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sesuai ketentuan butir 111.1.b 4) Lampiran | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman .
Penyusunan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraiuran Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengeclolaan Dana Desa
sebapgaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020

III. BELANJA DAERAH
A. KEBIJAKAN BELANJA

1.

Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar
Rp2.795.564.325.062,7) berkurang sebesar Rp111.707.896.982,63
atau 4,00% menjadi sebesar Rp2.683.856.428.087,16. Alokasi
Belanja Daerah tersebut terdiri dan:

a. Belanja Tidak Lungsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.743.449.486.741,79
berkurang schesar Rpl11.887.643.532,16 atau 0,68% menjadi
sebesar Rp1.721.5€1.838.209,63 atau 64,52% dari total belanja
daerah terdin dari:

1) Belanja Pegawai semula sebesar Rpl.142.560.051.811,79
berkurang sebesar Rp63.642.732.197 .96 atau 5,57% menjadi
sebesar Rp1.078.917.319.613,83 atau 62,31% dari total
Belanja Tidak Langsung;

2) Belanja Hibah semula sebesar Rp124.369.400.000,00
bertambah sebesar Rp11.477.500.000,00 atau 9,23% menjadi
sebesar Rp135.846.900.000,00 atau 7,35% dari total Belanja
Tidak Langsung;
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3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Knbupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa semula sebesm  Rp9.682.857.500,00
berkurang sebesar Rp?770.°84 480,00 atau 7,96% menjadi
schesar Rp8.912.373.020,00 atau 0,51% dari total Belanja
Tidak Langsung; .

4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula
scbesar Rp464.337.177.430,00 herkurang sebesar

Rp6.814.964.832,00 atau  1,47% menjadi sebesar
Rp457.522.212.598,00 atau 26,42% dari total Belanja Tidak
Langsung;

5) Belanja Tidak Terdupa semula schesar Rp2.500.000.000,00
bertambah sebesar Rp47.863.032.977,80 atau 1.914,52%
menjadi sebesar Rp50.363.032.977,80 atau 2,91% dari total
Belanju Tidak Langsung,.

b. Bclanja Langsung

Belanja Langsuup semula scbesar Rpl.032.114.838.328,00
berkurang sebesar Rp99.820.248 450,47 atau 9,49% menjadi
sebesar RpY52.294.589.877,53 atau 35,48% dari total belanja
daerah terdiri dan:

1) Belanja Pegawai semula sebesar Rpl125.716.458.700,00
tertambah selwsar Rp42.089.958.620,00 atau 33,48%
menjadi sebesar Rpl67.806 417.320,00 atau 17,62% dani
lotal belanja iangsung,

2] Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp594.358.606.310,80 berkurang sehesar
Rp68.317.187.118,47 atau 11,49% menjadi sebesar
Rp526.041.419.192,33 atau 505.24%  dari total belanja
langsung; dan

3) Belanja Modal sebesar Rp332.039.773.317,20 berkurang
schesar Rp73.593.019.952,00 atau 22,16% menjadi sebesar
Rp258.446.753.365,20 atau 27,14, dari total belanja
langsung,.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pclaksanaan tugas organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut dipriontaskan untuk mendanai urusan
pecmerintahan wajib terkait pelayanan dasar vang ditetapkan dengan
standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis
dan harga saluan rcgional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum
yang melandasinya.
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Selain belanja dacrah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan
pilihan, wga harus  mendukung target  capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2020 sesund dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Dacrah.

Schubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih
fokus terhadap kegintan yang berorientasi produkiil dan memiliki
manfant untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
pelayanan  publik, dan pertumbuhan  ckonomi dacrah sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yaitu;

a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungs: pendidikan sebesar
Rp912.706.597.071.83 atau 34,01% dan total belanja dacrah
sebesar Rp2.683.856.428.087,10

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan
pengalokasikan  anggaran fungsi pendidikan  sekurang-
kurangnya sebesar 20% dari total belanja dacrah sesuai
ketentuan Pasal 49 Undang-lUndang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistemn Pendidikan Nasional dan PPasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikar dan butir V.1 Lampiran Peraluran Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2020;

b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar
Rp181.854.751.871,93 atau 10,77% dan total belanja daerah di
luar gaji sebesar Rpl1.688.085.535.766,33. Pemerintah
Kabupaten Lampung  Tengah  agar  mempertahankan
pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya
sebesar 10% daii total belanja daerah di luar gaji, sesuai
ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Keschatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020,

c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer
umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum
sebesar Rp atau "4 dari transfer daerah yvang pengunaannya
bersifat umum. Pcemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar
mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang
berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas
pelayanan publik dan ekonom. dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang
besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan
Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;
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d. Penyedinan anggaran ynng lercantum pnda kode rekening

XXX, XXX XX.XX.¥X. 5. 1,7.04, Belanjn Bantunn Keunngan Kepndn
Denn ADD nebennr Rp146.170.968. 200,00 atnu 10,89% dnrd dann
perimbangnn dikuromgi DAK nebesar Kpl.341.854.212,615,00.

Pemerintah  Kabupaten  Lampung  ‘Tengnh - agar dnpat
mempertnhankan pengalokasinn  anggaran untuk  Belanjn
Bantunn Keunngon Kepada Pemenintah Desa puling sedikit 10%
dari Dann Perimbangan yang diterima setelab dikurnngi DAK
sesuni ketentunn Pruaal 72 Ayat (1) dan Avit (6] Undnng-Undnng
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desi dan Pasnl 96 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tanun 2014 tentang, Pelaksannan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 teninng Desn sebngnimona telah
diubnh beberapn knti terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019, Dari aspek teknis penganggaran, harus
diurnikan ke dalam  daftar namn pemerintinh - desn sclaku
penerimn sebagai ninclun obyek penerimin bagi hasil pajuk daerah
dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

Penyedinnn anpggaran yang tercantum pada kode rekening:

1) XXX XX.XX.%%.5.1.0.03.01 Belanjn Bagi  Hasil Pajok
Dacrah Kepadn Desa  scbesar Rp7 896.173.020,00 atau
10,00% dari dana  hasil  pajak daerah schesar
Rp78.961.720.200,00,

2) X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.1.6.05.91 Belanjo Bagi Hasil Retribusi
Dacrah Kepada  Desa  schesar Rpl 016.200.000,00 atau
10,00% dari dana hasil retribusi  dacrah schesar
Rp10.162.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampuny; Tengah agar mempertahankan
dalam mengaiokasikan anggaran Belunjo Bagi | 1nsil Pajnk Dacrah
dan Bagi Hasil Retribusi Dacrali Kepada Pemerintah Desa paling
sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43
rahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar
nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak dacrah dan retribusi daerah sesuai
kode rekening brrkenaan;

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan
dan Pengawasan pada [nspcktorat Kabupaten Lampung Tengah
sebesar Rp13.769.697.529,00 atau 0,51% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.683.356.428 087,16
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Pemerintnh Knbupaten Lampung Tengah agar mempertahankan
pengalokaman  anggaran  untuk  pengawasan dalam rangka
penguatan pembinaan dan  pengawanin inspektorat dacrah
sebesnr 0,50% dar total belanjn dacrah sesum ketentuan Pasal
14 Ayat (2) Pernturan Pemerintnh Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinann dar Fengawnsan Penyelenggarsan Pemerintah
Dacrah don Butir V.54 Lampiran | Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 ‘Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggarnn Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020
ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas
Rp2.C00.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pemerintah daerah
menganggarkan sckurang-kurangnya sebesar 0,50% dar total
belanja dacrah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah);

Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur,
jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi penyclenggara
pemerintah  daciah Pemerintah Kabupaten lampung Tengah
sebesar  Rp2.425.250.000,00 atau 0,09% dari total belanja
daerah.

Untuk itu Pemenntah Kabupaten [(ampung Tengah agar
memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya
sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen) dan total belanja
dacrah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pedorran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahur Anggaran 2020

Dalam hal bLesaran alokasi anggaran dalam APBD tahun
schelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah
melebihi C,!6% (nol koma enam belas persen) dari total belanja
dacrahh bapi Pemerintah Kabupatern Lampung Tengah tidak
diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran
pendidikan dan pelatihan dimaksud.

Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas

Kesehatan sebesar Rp19.735.049.200,00 atau 64,19% dan

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar
Rp30.744.000.000,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat
Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.,

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Pemerintsh Kabupaten Lampung Tengah agar
mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan
kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak:
Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Keschatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah
dengun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD
yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan.
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Pemermitnh habupaten Lampung Tengnh ngar
mensinkronisasikan program dan kegintan yang didanai APBD
untuk mendukung program jaminan kesehntan nasional paling
sedikit 50% dari nlokast Dann Bagr Hasil Cukai Tembakau yang
diterima untuk mendanai program/kegiatan:

0. Peningkatan kunlitas bahan baku

b. Pembinaan industri

¢. Pembinnan lingkungan sosial

d. Sosialirasi ketentuan i bidang cukai

¢. Pemberantanan barang kena cukai ilegnl

Sclanjutnya Program/keglatan scbagaimana terschut di atas
dipriontaskan untuk mendukung program Jaminan Keschatan
Nasional Sesuai ketentuan Peraturan Mentern Keuangan Nomor
222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalokasikan
anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar
10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat
(S) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah bahwa Hasil penenmaan Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang
dibagi hasiikan kepada kabupaten/kota. dialokasikan untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportas) umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Belanja Pegawai

a.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening
X.x%.X Xx.xx.xx xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar
Rp1.041.111.751 325,79 berkurang scbesar
Rp45.340.859.004,96 atau 4,36%  menjadi sebesar
Rp99:.770.892 320,83.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir lll.2.a.1),
butir '11.2.a.2), dan butir [11.2.a.3) Lampiren | Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan
jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman
pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai
ketentuan butir 111.2.a.5) Lampi-an | Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.
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c. Penyediaan anggaran yang tercanum pada kode rekening
XXX X300 00xx.xx.5.1.1 01.09 luran Asuransi Keschatan sebesar
Rp25.404.903.653,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bag Bupati/Wakil Bupat,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD. dapat dianggarkan
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2C11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
dan Pernturan Preaiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagmimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor €3 Tahun 2020 dan butr 111.2 a 4 Lampiran | Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggavan 2020,

d. Hak Keuangan dan Administranf Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, antara  lain  tercantum  pada  kode rekening
4019010100005 1 Belanja Pegawai  pada Kelompok
Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Lampung Tengah sebesar
Rp22.125 704.900,00 yang antara lain diuraikan pada kode
rekening:

1) 40140101000051 10111 Tunjangan Badan
Musvawarnh sebesa- Rp32 703 300.00

2) 40140101 000051 10112 Tunjangan Komisi sebesar
Rpb1 387 200,00,

3) 4014010109005 1 10013 Tunjangan Badan Anggaran
nebesar Kp32 791 100,00,

4] 4014010066051 101 14 Tunjangan Badan
kehormatun sebesar Rp7 856 100,00,

5 40140101000051.10120 Tunjangan  Perumahan
sebhesar RpS 770 500 000,00

6) 401401 0100005110119 Tunjangan  Transportasi
Anggota DIPPRD sebesar fpd 714400 000,00

7) 4014010006005 110118 Tunangan Reses Anggota
DPRD Rpl 575 000 000,00

Dapat  danggarkan  dengan berpedoman pada ketenituan
Peruturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Admimstranf Pympinan dan Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah, Peraturan Menceen Dalam Negen
Nomar 02 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungawaban
Dana Operastonal don Surat cdaran Menren Dalam Negen Nomor
188 51/7808/%) Tanegnl 2 November 2017 Penjelasan terhadap
Imple mentast Subsiansi Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Kevangan dan Admimstranf Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Peraturan Menten [alam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daemah serta Pelaksanaan Dana Operasional
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e. Penyedinnn anggnran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang
tercantum pada  kode rekening  x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.02
Tambahan Penghasilan PNS scmula scbesar
Rp95.614.381.736,00 berkurang Rp17.916.630.953,00 atau
18,74% menjadi sebesar Rp77.697.750.783.00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bag PNS dapat diberikan
sctelah mendapat peractujuan Menteri Dalam Negeri sesuai
ketentuan Pacal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah
sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negen
Nomor 061-5449 Takun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyedinan pnggaran pada:

Belanjn Hibah berupa uang scmula scbegar
Rp124 369.400.000,00 bertambah scbesar
Rp11.477.500.000,C0 atau 9,23% menjadi  scbesar
Rp135.846.900.000.00 yang diuraikan dalam kode rekening:

a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada
Pemerintah  Pusat semula sebesar Rp78.625.000.000,00
bertambah sebesar Rp9.775.000.000,00 atau 12,43%
menjadi sebesar Rp88.400.000 000,00.

b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Belanja
Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar
Rp33.415.300.000,00 berkurang sebesar Rp577.500.000,00
atau 1,73% menjadi sebesar Rp32.837 806.009,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat {5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Peraerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Dacrah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pembernan Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD berpedcoman pada Peraturan Bupali yang mengatur
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjiawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesua ketentuan Pasal 42
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir dengan
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan dacrah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasvarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemc.intah Kabupaten Lampung Tengah agar
mencantumkan daftar nama penerima. alamat penerima dan
beserta besaran hibah dan bantuan sosial pada Lampiran 111 dan
IV Peraturan Bupah Tentang Penjabaran Perubahan APBD,
sesual Ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembe:rian
Hibah dan Bantuan Sosial vang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberepakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019,

Penyediaan anpggaran vang tercantum pada kode rekening
4.04.4.04.00.06.00.5.1 705 Belanja Bantuan kepada Partai
Politik semula sebesar Pp 1.416.134.378,00 berkurang sebesar
Rp241.866.980.00 atau 17,08% menjadi sebesar
Ppl.174.267 398,00

Dapat dianggsrkan dengan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana  telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2018 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Jedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penvaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik sebagaimana telan diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, Secara teknis penganggaran
agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan’
pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir l11.2.d.1) Lampiran |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat
Menteri Dalam Negeri Nommor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus
2020 perihal Penjelasan Pembeiian Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik yang bersumber dari APBD
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h. Penyediaan anggnran dengan kode rekening
4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanju Tidak Terduga semula
scbesar Rp2.500.000.000,00 bertambah scbesar
Rp47.863.032.977,80 1.914,52% menjadi scbesar

Rp50.363.032.977,80 dapat dianggarkan dc'ng,an
mempertimbangkan  kemungkinan adanva Kkegiatan-kegiatan
dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan
kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang
tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2020 termasuk pengeinbalian atas kelebihan
penerimaan  daerah  tahun-tahun sechelumnya  dengan
terpedoman pada butir 111.2.g Lampiran | Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan
penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah agar melakukan refocussing
kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi
penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib
administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pembrantasan
Korupsi Nomor 8§ Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran
Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
corona Virus Discase 2019 (COVID-19) terkait dengan
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor S Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

C. BELANJA LANGZUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

XK, X, 00 X0€L XXX, 9,2, Belanja  Pegawal semula

sebesar

Rp125.716.458.700,00 hertambah sebesar Rp42.089.958.620,00 atau
33,48% menjadi sebesar Rp167.806.417.320,00 yang diuraikan
antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening;

a.

o'

X. XXX XX.XX.XX.XX.5.2,1.01 Honorarium PNS semula sebesar
Rp32.548.188.400,00 berkurang sebesar Rp1.967.020.800,00
atau 6,04% menjadi sebesar Rp30.581.167.600,00.

X. XXX XX XX.xx.X.5.2.1.04  Honorarium Pengelola Dana BOS
sernula  sebesar Rp23.371.255.000,00 bertambah sebesar

Rp41.620.716.620,00 atau  178,09%  menjadi  sebesar
Rp64.991.971.620,00; 4
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Dalnm pelnknanannnyn harus dilakubon secirn weloktil nonun dengan
kebutuhan dun waktu pelnksannar: kegintan dalam rnngkn mencapal
tnrget kinesgn keglntnn Mmnbenued.

Benaran  wlokanl  belanja teasebut  dintnn ugpt dibutanl  dengan
memperhntiknn anan kepatutan, kewajnrin dian rolonslitan dnlnm
pencapiinn nassinn prograim dan kegintan st didnsarkan il
pertimbanpan hnhwin keberndann PHSD dan Hono PHSD - delnm
kegluntnn benar-henar memilikl peranan dan kontribuni nyats terhedap
cfektivitun pelanknnnann kegintnn ternebut denpgan  memperhntikan
pemberian Tambahan Penghunilan Bagr PNSD dan pemberinn Innentil
Pemungutan Pajnk Daeral dan Ketribusl Dieranh, nesun) ketentusn
butiv 12,0 10). Laurpiran | Pernturan Mentern Dialim Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang, Pedoman Penyununan APBD Tohun Anggnaran
2020. Selanjutnyn, selisih lebih dar hawil penghematan dialibkan
kedalam program dan  kegintan  yang, lebib prioritas  sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung, Tengah .

. Penyedinnn anggaran kode rekening x.xx x.xx xx.xx.5.2.2. 15 Belanja
Perjalanan Dinas semuln sehesar Rph7.147.762.696,40 berkurang
sebesar  Kpl8.078.408.341,40 atau  26,92%  menjadi sebesar
Rpd9.069.354.355,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja
dengan kode rekening:

a) X.XX.X.XX.XX.XX.5.2.2.15.01 Belarjn Perjnlanan Dinas Dalam
Dacrah semula sebesar Rp 26.994.039 362,00 berkurang sebesar
Rp4.787.589.042,00 atau 17,74% menjadi  sebesar
Rp22.206.450.320,00;

b) X.XX.X.XX.XX.XX.5.2.2.15.02 Belanji. Perjalanan Dinas Luar Daerah
semula  sehesar Rpd0.153.723.334,40 berkurang sebesar Rp
13.290.819.299,40  atau 33,10% menjadi  sebesar
Rp26.862.904.035,00.

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing,  kegiatan dengan  tetap  memperhatikan  aspek
efektifitas, efisicnsi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan
penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat
(10) Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 13 Tahun 2006
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Feraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Selisih lebih dari hasil
penghematan dialikkar kedalam program dan kegiatan yang lebih
prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penyedinan anggaran pada Dinas Pengairan Program Penataan
Penguasaan dan Feman(aatan Tanah - Pengadaan Tanah Kepentingan

Pemerintah  Kabupaten Lampung Tengah (16.03) sebesar
Rp2.800.000.000,00.
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Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada
ketentunn Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadnan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggarann Pengndaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingnn Umum, scbagalmana
teinh diubah bebernpa kali ternkhir dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 dan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2012 tentang Binyn Operasional dan Binya Pendukung
Penyelenggaraan  Pengadann  Tanah  bagi  Pembangunan untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD
4, Penyedinan anggaran pada:
a. Inspcktorat

1) Kegiatan Seleksi Promosi Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama
(JPTP) kode rekening (41.10) semula schesar
Rp307.810.000,00 bertambah 3ebesar  Rpl195.154.000,00
menjadi sebesar RpS02.964.000.00 terdapat:

- Kegiatan Belanjn  Sewan  Gedung/RKantor/Tempat  kode
rekening (5.2.2.07.02) semula sebesar Rp39.600.000,00
bertambah  sebesar Rp32.400.000,00 menjadi  sebesar
Rp72.000.000.00;

- Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Peserta kode
reckening (5.2.2.11.04) semula  sebesar Rp7.776,000,00
beirtambah  sebesar  Rp7 776.000.00 menjadi  sebesar
Rp15.552.000,00;

Kegintan Belanga Tenoga Ahl kode rekening (5.2.2.27.01)
semula  sebesar Rp202.500.000,00 bertambah  sebesar
kp122.100.000,00 menjadi sebesar Rp324.500.000,00;

2) Kegiatan Pengadann Perlengkapan  RKantor kode rekening
(02.07) semula sebesar RplH1 296 0K, 00 bertambah sebesar
Rp178.283.592,00  menjadi senesar Rp359.580.000,00
terclapal Kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Meubelair  kode rekeming (5.2.3.28.01) semula
sebesar Rpl141.546.408,00 bertambah scehesar
Rp218.033.592,00 menjadi sehesar Rp359.580.000,00;

3) Kegintun Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode
rekening (02.22) terdapat Beianga Pemehiharaan Gedung Kantor
kode rekening  (5.2.2.20.04)  sebesar  Rp39.216.500,00
bertambah  schesar  Rp195 000.000.00 menjadi  sebesar
Rp234.216 500,00,

b. Dinas Perumakan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Kegiatan Pezngembangan sistem Distribusi Air Bersih Sumur
Bor kode rekening (27.01) semula sebesar Rp1.249.484.423,00
bertambah sebesar Rp5.313.920.968,00 menjadi sebesar
Rp6.563.405.351,00 terdapat Kegatan Belanja Hibah
Barang/Jasa varg akan diserahkan Kepada Masyarakat kode
rekening (5.2.3.66.02) semula  sebesar Rp840.000.000,00
bertambah sebesar Rp5.243.920.968.00 menjadi sebesar
Rp6.083.920.968,00;
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2) Kegialan Pembargunan sarand dan prasarana rumnh.
sederhana schat kode rekening (55.01) semula scbesar
Rp745.840.000,00 bertambah sebesar Rpl99.000.000,q0
menjadi sebesar Rp935.840.000,00 terdapat Kegatan Belanja
Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat
kode rekening (5.2.3.23.01) semula sebesar Rp30.000.000,00
bertambah sebesar Rp190.G00.000,00 menjadi sebesar

Rp220.000 000,00;

c. Sckretariat DPRD
Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi DPRD kode rekening (19.09)
semula sebesar Rp9.815.539.278,00 bertambah
Rp1.069.500.000,00 menjadi Rp10.885.039.278,00 terdapat
belanja

- Perjalanan Dinas Dalam Dacrah kode rekening (5.2.2.15.01)
semula  sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar
Rp150.000.000,60 nenjadi sebesar Rp350.000.000,00

- Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening (5.2.2.15.02)
semula scbesar Rp9.597.539.278,00 bertambah sebesar
Rp930.000.000.00 menjadi sebesar Rp10.527.539.78,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhaukan aspck efektifitas,
efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan
penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan scbagaimana dimaksud Pasal 4 dan
Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Dacrah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 201!

5. Penyediaan pada:
a. Dinas Pengairan

1) Kegiatan Pembanguran Talud dan Bangunan Pelengkap
Lainnye  kode  rekeming  (19.10) semula  sebesar
Rp952.243.254.00 bertambah  sebesar Rp100.000.000,00
menjadi sebesar Rpl 052.244 254,00 terdapat belanja Jasa
Konsultasi  Percncanaan  kode  rekening  (5.2.2.21.02)
Rp100.000.000,00 semula tidak dianggarkan;

2) Kegiatan Rechaoilitasi Talud Saluran Irigasi kode rekening
(19.11) semula sebesar Fp2.574 565.374,00 bertambah
sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar
Rp2.874.565.374,00 terdapat belanja Jasa Konsultasi

Perencanaan kade rekening (5.2.2.21.02) Rp300.000.000,00
semuila tidak dianggarkan;

3) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Inspeksi kode rekening (19.11)
semula sebesar Rp25.07-4.000,00 bertambah sebesar
Rp80.000.000,00 menjadi sebesar Rp105.074.000,00 terdapat
belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) Rp80.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
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4) Kegiatan Pemeliharaan Janngan Ingasi dan Jaringan
Pengairan Lainnya kode rekening (71.01) semula sebesar
Rp+.589.671.021,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00
menjadi sebesar Rp4.889.671.021.000,00 terdapat belanja
Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02)
semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebcsar
Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp340.000 000,00;

b. Dinas Bina Marga

1) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
wilayah tengah kode rekening (62.01) semula sebesar
Rp4.245.357.803,00 bertambah sebesar Rp2.237.895.000,00
menjadi sebesar R6.483.252.8030.00 terdapat:

a) belanja  konsultasi  perencanaan kode  rekening
(5.2.2.2i.02) semula sebesar Rp120.000.000,00
bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar
Rp220.000.000,0C;

b) belanja konsultasi pengawasan kodc rekening (5.2.2.21.03)
semula sebesar Rp164.136.150.00 bertambah scbesar
Rp100.000.020,00 menjadi sebesar Rp264.136.150,00;

2) Kegiatan rchabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
wilayah baret kode rekening (63.01) semula sebesar
Rp3.54R.499 610.00 bertambah scbesar Rp1.631.785.000,00
menjadi sebesar Rp5.180.284.610 terdapat:

a) belanja  konsultasi  perencanaan  kode  rekening
(5.2.2.21.02) semula scbesar Rp10€.000.000,00
bertambah schesar Rp100.000.0G0,00 menjadi sebesar
Rp200.000.000,00;

b) belanja konsultasi pengawasan kode rekening (5.2 2.21.03)
semula  sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar
Rp100.000 000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00;

Agar dianggarkan pada belanja modal, sesua' ketentuan point
111.2.i.2) Lampiran Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerain Tahun Anggaran 2020 vang menyatakan
bahwa Penganggaran pelanja modal digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap
dan aset lainnya (aset 1ak berwujud) vang mempunyai masa
manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan, diginakan dalam kegiatan
pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset
(capitriization threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang
dianggarkan dalam belanja modal tersebul adalah sebesar harga
beii/bangun aset ditambah seluruh belan)a yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampa aset tersebut siap
digunakan.
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6. Penyedinan anggarun Sckretarint DPRD antarn lain:

a. Kegintan Pelayanan Administrasi Perknntoran, terdapat Belanja
Perjalanan Dinns Luar Dactah rermuln sehesar
Rp.3.317.200.000,00  bertambah  sebesin Rp.398.459.229,00
menjadi sebesar Rp.3.715.659.229,00

b, Peningkntan Kapasitas Pimpinan  dnn  Anggota  DPRD dan
Sckretarint, terdapat Belanjn Penalanan Dinas  Luar Dacrah
semula  sebesar  Rp.4.160.500.000,00 berkurnng  sebesar
Rp.2.078.500.000,00 menjadi sebesar Rp 2,082.000.000,00

c. Kunjungan Kerja Komiri DPRD, terdapat Belanjn Perjalanan Dinas
luar Daerah semula sebesar Rp.9.597.539.278,00 berltambah
scbesar Rp.930.000.000,00 menjadi scbesar
Rp.10,527.539.278,00

d. Kunjungan Kena BAMUS, BANANG dan BK DPRD, terdapat
Belanja Perjulanan Dinas Luar Dacrah scbhesar
Rp.1.150.400.000,00 '

¢. Penyusunan dan Pembahasan Raperda Inistiatif, tzrdapat Belanja
Perjalanan Dinas Luar Dacrah scmula scbesar
Rp.1.594.512.500,00  berkurang sebesar Rp.121.100.000,00
menjadi scbesar Rp.!.473.412 500,00

f Pembahasan dan Kunjungan Keria Raperda, terdapat Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah scmula scbesar
Rp.4.657.575.000,00 Dberkurang scbesar Rp.1.892.049.633,00
menjadi scbesar Rp.2.765.525.36%,00

Dalam pelaksanaan perjalanan diaas luar daerak yang bersifat
konsultasi kepada pemerintah pusat, agar berpedoman kepada
ketentuan Pasal 5 avat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan  Pengawasan  Penyclenggaraan
Pemerintahan Dacrah dan Surat Edaran Menten Dalam Negeri Nomor:
019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi
yang dilakukan olech  Femerintah  Daerah kabupaten/kota
diselenggarakan olel: gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
dalam hal konsultasi diselenggarakan olch pubernur sebagai wakil
pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang
dikarapkar scrta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat
dengan bersamna-sama Pemerintah Provinsi.

g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Sekretariat, terdapat Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi
Bagi PNS semula sebesar Rp.250.000.000,00 berkurang sebesar
Rp.125.000.000,00 menjadi sebesar Rp.125.000.000,00.

h. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Sekretariat, terdapat Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi
Bagi Non PNS semula sebesar Rp.2.187.500.000,00 berkurang
schesar Rp.8472.500.000,00 menjadi schesar
Rp.1.345.000.000,00
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Dalam Rangka Pelaksanaan hursus/Bimtek Pimpinan dan ‘.‘\nggota
DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dun Pendalaman Tugas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018.

. Penyediann anggaran Sckretariat Daerah antara lain:

a. Pelnksanann Musabaqoh Tilawatil Qurian (MTQ) Tingkat Provinsi
semula  sebesar  Rp.491.163.000,00  berkurang sebesar
Rp.67.021.000,00 schingga menjadi scbesar Rp.424.142,000,00

b Pembinaan Kafilah Musabagoh Tiiawatil Qurian (MTQ) sebesar
Rp.211.000.000,00

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan

Surat Edaran Gubermnur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 tanggal

23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat

Provinai Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung

Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.

IV. PEMBIAYAAN

1.

Penyedinan anggaran penerimaan  pembiavaan  kode rekening
4.04.4.04.11.00.00.6.1 semula sebesar Rp95.211.705.261,36 bertambah
sebesar  Rp104.799.137.714,80 atau 110.07°% menjadi sebesar
Rp200.010.842.976,16 varg hanya diurai dalam objek Sisa Lebih
Perhitungan Angearan Tahun Anggaran Scbelumnva.

Sisa Lebih Perhitunpan Anggaran Tahun Anggaran Schelumnya harus
diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran
2019 sesuai dengan ketentuan butir 1113.a.1) Lampiran 1 Peraturan
Menteri Dalam Negern Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

Penycdiaan anggaran pengeluaran  pembiayaan  semula  sebesar
Rp9.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.395.740.8342,48  atau
35,74% menjadi sebesar Rpi12.895 740 842 48 vang diurai pada:

a. kode rekening 6.2.2.02.01 Penvertaan Modal pada Bank semula
sebesar Rp7.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.944.035.422,48
atau 25,92% menjadi sebesar Rp9.444.035.422,48, antara lain
dianggarkan untuk penvertaan modal pada PT Bank Lampung sebesar
Rp5.944.035.422,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan
Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung
sesuai dengan Surat Gubemnur Lampung Nomor
580/1627.a/04,/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal
ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp9.944.030.000,00.
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Sclain itu, Penyertaan Modal harus terjamin cfektifitas pengelolaan
serta akuntabilitasnyn, gesuai dengan tujuan terbentuknya badan
usahu dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik
serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (performance based) |
pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta telah melakukan
analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelclaan [nvestasi
Pemerintah Daerah.

b. Kode rekerning 6.2.3.11.01 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh
Tempo Kepada Pihak Ketiga semula scbesar Rp2.000.000.000,00
bertambah sebesar Rp1.451.705.420,00 atau 72,59% menjadi sebesar
Rp3.451.705.420,00.

Pemerintah Lampung Tengah dalam pelaksanaannya agar
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Dacrah dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentarg Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
Pembayaran Cicilan Pakok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran
Fokok Utang yang didesarkan pada jumlah yang harus dibayarkan
sesuai dengan penanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan
prioritas utama dari scluruh kewajiban Pemenntah Daerah yang harus

disclesaikan  dalaim tahun anggaran Derkcnaan berdasarkan
perjanjian pinjaman.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020.

a. Diktura Mcngingat -

1) Angka 21 dihapus/dihilangkan.
2) Tambahkan :

- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 1 19/2813/SJ
dan Menteri Kenangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang
Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional:

- Peraturan Dacrah tentang RPJMD.
b. Batang tubuh :

1) Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 baru yang mengatur tentang
Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuaj
ketentian Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun .
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2] Urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.
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c. Pada Lembar penetapan dan pengundangan :
1) Kalta “September” dihilangkan.
2) Nomor Register “06/,1.TG /2020~ dihilangkan.

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
Anggaran 2020.

Diktum Menimbang, frase “Pasal 6" diubah menjadi frase “Pasal 7.
b. Diktum Mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.

c. Pada Lembar penctapan dan pengundangan, kata “September”
dihilangkan.

d. Lampiran :
1) Lampiran 11, Pada kolom penjelasan agar dicantumkan :
a) dasar hukum untuk pendapaian.

b) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber
pendanaannya bagi belanja vang bersifat khusus dan/atau
sudah diarahkan penggunaannva,

c) untuk pemtiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber
penerimaan untuk helompok penerima pembiayaan dan tujuan
pengeluaran  pembiayaan untuk  kelompok pengeluaran
pembiayaan, sesuai Fetentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2) Lampiran Il yang memuat daftar penerima dan alamat pencrima
hibah, agar dilengkapi sesuai ketentuan Pasal 4 Raperbup.

Dalam rangka menindalilanjuti Surat Menten Dalam Negeri Nomor
440/2742/BAK/ tangga, 21 September 2020 peribal Pelaporan Data
Penegakan Hukum Protokol Keschatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19). Pemerinlah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan untuk
peningkatan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan
Daerah.

Penganggaran Pendapatan. Belanja dan Pembiayaar, pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar
memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G/360/V1.02/HK/2020 :anggal 10 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan FPeraturan Dacrah Kabupaten Lampung Tengah Tentang
Pertanggungjuwaban Peluksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bu pati Lampung
Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
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5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan
Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak
tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

— ¥

ARINAL DJUNAIDI



